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Abstrak: 
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Paris Agreement 
dan kebijakan pajak karbon terhadap operasional dan strategi branding perusahaan di 
Indonesia. 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis kritis yang 
dilakukan dengan cara mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, seperti 
dampak pajak karbon terhadap operasional perusahaan, dampak terhadap strategi 
branding, serta peluang dan tantangan. 
Temuan penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak karbon menambah beban 
biaya, kebijakan ini memberikan peluang untuk inovasi dan penguatan citra merek 
perusahaan. Implementasi strategi keberlanjutan yang efektif berpotensi meningkatkan 
daya saing global serta membangun loyalitas konsumen yang peduli terhadap isu 
lingkungan 
Implikasi praktis: Integrasi strategi keberlanjutan tidak hanya memperkuat citra merek 
dan daya saing global, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui 
penghematan biaya dan insentif pajak. 
Kata kunci: Pajak karbon; Kesepakatan Paris; Keberlanjutan perusahaan; Inovasi ramah 
lingkungan; Daya saing global. 
 
Abstract: 
Research objective: This research aims to analyze the impact of the Paris Agreement and carbon 
tax policy on the operations and branding strategies of companies in Indonesia.  
Method: This research uses a literature review method with critical analysis conducted by 
categorizing literature based on key themes, such as the impact of carbon tax on company 
operations, impact on branding strategies, and opportunities and challenges. 
Research findings: The results show that while the carbon tax adds to the cost burden, it provides 
opportunities for innovation and strengthening the company's brand image. Effective 
implementation of sustainability strategies has the potential to increase global competitiveness and 
build loyalty of consumers who care about environmental issues. 
Practical implication: The integration of sustainability strategies not only strengthens brand 
image and global competitiveness, but also provides long-term benefits through cost savings and 
tax incentives. 
Keywords: Carbon tax; Paris Agreement; Corporate sustainability; Green innovation; Global 
competitiveness. 
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PENDAHULUAN  

Paris Agreement atau Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang melibatkan 195 
negara untuk menghadapi perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah meningkatkan 
adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan mendorong pembangunan beremisi 
rendah (Evitasari & Komarulzaman, 2023). Perjanjian ini menuntut negara-negara untuk 
meredefinisi hubungan antara manusia dan lingkungan demi keberlanjutan jangka panjang. 
Sebagai panduan internasional, Paris Agreement mendorong kebijakan mitigasi perubahan 
iklim yang komprehensif (Hulu et al., 2024). Sejak menandatangani perjanjian ini, Indonesia 
berkomitmen melalui ratifikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca sesuai target global (Herawan & Redi, 2022). Salah satu langkah 
penting yang diambil Indonesia adalah mengeksplorasi pasar kredit karbon yang berasal 
dari proyek ramah lingkungan (Guild, 2020) (Sambodo et al., 2022; Suroso et al., 2022) 

Regulasi yang mendukung pengurangan emisi di Indonesia mencakup Peraturan Presiden 
No. 98 Tahun 2021, yang mengatur nilai ekonomi karbon, dan memungkinkan perusahaan 
berpartisipasi dalam proyek mitigasi emisi serta memperoleh kredit karbon yang dapat 
diperdagangkan (Sulistiawati & Buana, 2023). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022 serta peraturan terkait lainnya, 
seperti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 
62/PMK.05/2023, memberikan panduan serta insentif bagi perusahaan yang berkomitmen 
mengurangi emisi. Regulasi-regulasi ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi 
juga menawarkan keuntungan finansial melalui skema perdagangan karbon. Skema seperti 
Sistem Cap and Trade, Pajak Karbon, dan Proyek Offset Karbon memberi kesempatan bagi 
perusahaan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengurangan emisi (Putra et al., 
2021). 

Sistem Cap and Trade mengizinkan perusahaan membeli dan menjual izin emisi, 
memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola emisi mereka. Jika emisi perusahaan lebih 
rendah dari batas yang ditetapkan, mereka dapat menjual kelebihannya kepada perusahaan 
lain (Shrestha et al., 2022). Pajak Karbon juga merupakan instrumen penting, di mana 
pemerintah menetapkan pajak atas setiap ton karbon yang dihasilkan, mendorong 
perusahaan untuk lebih efisien dan menurunkan emisi (Jia & Lin, 2020). Di sisi lain, Proyek 
Offset Karbon memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi mereka dengan berinvestasi 
dalam proyek lingkungan seperti penanaman hutan atau energi terbarukan (Haya et al., 
2020; Seymour & Langer, 2021). Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menekan emisi 
domestik tetapi juga memfasilitasi pembangunan yang lebih berkelanjutan. 

Penerapan pajak karbon memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan realitas baru di 
mana keberlanjutan menjadi pusat strategi bisnis. Pajak karbon mempengaruhi operasi 
perusahaan secara menyeluruh, termasuk aspek pemasaran dan branding (A. Zhang et al., 
2023). Meskipun pada awalnya dianggap sebagai beban tambahan, pajak karbon dapat 
menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperkuat citra mereka sebagai entitas yang 
peduli terhadap lingkungan (Kurniawan, 2022). Dengan menyesuaikan strategi operasional 
dan menyelaraskan nilai-nilai keberlanjutan, perusahaan dapat memanfaatkan pajak karbon 
untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat reputasi di pasar yang semakin 
sadar akan isu lingkungan (Ahmad et al., 2021). 

Dari perspektif akuntansi, kredit karbon yang diperoleh dari proyek mitigasi emisi harus 
dicatat sebagai aset perusahaan, yang dapat mengurangi liabilitas pajak karbon di masa 
depan (Blumberg & Sibilla, 2023). Hal ini mempengaruhi laporan keuangan, di mana 
perusahaan perlu memperhitungkan biaya dan penghematan dari aktivitas terkait 
pengurangan emisi (Kaplan et al., 2023). Secara keseluruhan, Paris Agreement dan kebijakan 
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terkait di Indonesia mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan 
emisi mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang inovasi di 
sektor keberlanjutan. Penerapan kebijakan ini, meskipun menantang, dapat memberikan 
keuntungan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan yang berhasil mengintegrasikan 
keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat secara efektif beradaptasi dengan 
pajak karbon dan regulasi terkait dengan menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi utama 
dalam strategi bisnis dan akuntansi mereka. Lebih dari sekadar memenuhi regulasi, 
penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut dapat membuka peluang 
besar bagi perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan 
produk ramah lingkungan. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi 
dampak lingkungan tetapi juga memperkuat reputasi dan citra mereka di pasar global yang 
semakin kompetitif. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan teoritis dengan mengeksplorasi integrasi kebijakan 
karbon dalam strategi bisnis dan akuntansi, yang belum banyak dibahas dalam konteks 
perusahaan Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan studi 
kasus dan analisis kebijakan untuk memahami bagaimana perusahaan dapat beradaptasi 
dengan regulasi karbon. Dari segi empiris, penelitian ini membahas implementasi nyata 
kebijakan karbon di Indonesia dan potensi dampaknya terhadap perusahaan lokal, 
memberikan wawasan yang belum banyak terungkap dalam studi sebelumnya. 

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan pendekatan interpretif untuk 
memahami dinamika adaptasi perusahaan terhadap kebijakan karbon. Fokusnya adalah 
bagaimana perusahaan memaknai keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam strategi 
bisnis mereka, bukan sekadar sebagai kewajiban regulasi. Penelitian ini menggunakan 
metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk mengkaji implementasi Paris Agreement 
di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi terkait, seperti Peraturan 
Presiden No. 98 Tahun 2021 dan kebijakan pajak karbon. Data sekunder dari laporan 
perusahaan dan kebijakan pemerintah dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas 
implementasi serta tantangan yang dihadapi. 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan panduan bagi 
perusahaan dalam menghadapi pajak karbon dan skema perdagangan karbon. Dengan 
memanfaatkan kebijakan ini sebagai peluang untuk berinovasi, perusahaan dapat 
meningkatkan efisiensi energi, menciptakan produk ramah lingkungan, dan memperkuat 
reputasi di pasar global. Strategi ini tidak hanya membantu perusahaan memenuhi regulasi, 
tetapi juga membuka peluang bisnis baru dalam ekonomi berkelanjutan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian tentang kebijakan pajak karbon di Indonesia membutuhkan pendekatan yang 
mampu menggali pemahaman mendalam terkait dinamika sosial dan ekonomi yang 
dihadapi perusahaan. Untuk itu, kerangka konseptual berbasis paradigma interpretivisme 
dipilih sebagai landasan utama penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 
menginterpretasi makna, tantangan, dan peluang yang muncul ketika perusahaan 
beradaptasi dengan kebijakan emisi karbon yang semakin ketat. Fokus utama penelitian ini 
adalah memahami bagaimana perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga 
mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam strategi bisnis dan akuntansi mereka. 

Kerangka konseptual ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai literatur 
relevan yang membahas hubungan antara kebijakan karbon dan strategi perusahaan. 
Beberapa konsep kunci yang menjadi dasar penelitian ini meliputi: 
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1. Teori Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Theory) – Menjelaskan 
bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang melalui praktik 
berkelanjutan (Zhang et al., 2023 Kurniawan, 2022). 

2. Model Mitigasi Perubahan Iklim – Menyoroti langkah-langkah strategis dalam 
mengurangi emisi dan dampaknya terhadap operasional perusahaan (Jia & Lin, 
2020;Haya et al., 2020). 

3. Konsep Nilai Ekonomi Karbon – Menyajikan pentingnya nilai ekonomi dalam 
perdagangan karbon dan skema pajak karbon untuk meningkatkan efisiensi bisnis 
(Sulistiawati & Buana, 2023). 

Dalam konteks global, salah satu langkah signifikan yang diambil banyak negara untuk 
mengatasi tantangan krisis iklim adalah penerapan pajak karbon. Kebijakan ini bertujuan 
untuk menekan emisi karbon dengan memberikan insentif finansial bagi perusahaan agar 
mengurangi jejak karbon mereka (Trinks et al., 2020). Dampak pajak karbon tidak hanya 
terbatas pada aspek operasional perusahaan, tetapi juga memengaruhi strategi pemasaran 
dan branding. Perusahaan perlu memposisikan diri secara strategis di mata konsumen yang 
semakin sadar akan isu keberlanjutan  (Altuntaş Vural et al., 2021; Arslan et al., 2021). 

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai konsep ini, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan pajak 
karbon dapat mendorong perusahaan di Indonesia menuju praktik bisnis yang lebih 
berkelanjutan dan inovatif. 

Dalam menghadapi pajak karbon, perusahaan perlu melakukan penyesuaian yang 
mencakup efisiensi operasional dan transformasi dalam pemasaran dan branding (Zhang et 
al., 2023; .Cadavid-Giraldo et al., 2020). Pajak karbon, meskipun awalnya mungkin dianggap 
sebagai beban tambahan, dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat citra merek 
dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menyelaraskan keberlanjutan dengan 
strategi pemasaran, perusahaan dapat mengatasi perubahan regulasi sambil tetap menjaga 
atau bahkan meningkatkan daya saing mereka (Kurniawan, 2022). 

Salah satu aspek kunci dari keberhasilan implementasi pajak karbon adalah bagaimana 
perusahaan menyesuaikan strategi mereka untuk memanfaatkan kebijakan ini sebagai 
peluang, bukan sekadar hambatan (Miltenberger et al., 2021; Leinauer et al., 2022). 
Manajemen puncak dan tim pemasaran memegang peranan penting dalam mengubah 
tantangan pajak karbon menjadi peluang untuk inovasi, peningkatan efisiensi, dan 
penguatan citra merek (Zhang et al., 2023; Li et al., 2021). Perusahaan yang berhasil 
mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam narasi merek mereka tidak hanya mematuhi 
peraturan tetapi juga memperoleh keuntungan kompetitif dengan menarik konsumen yang 
semakin peduli terhadap dampak lingkungan (Huang & Guo, 2021). 

Strategi branding yang menekankan keberlanjutan membantu perusahaan membangun 
hubungan yang lebih kuat dengan konsumen (Ishaq & Di Maria, 2020). Dalam pasar yang 
kompetitif, di mana produk sering kali serupa, diferensiasi berdasarkan nilai-nilai 
perusahaan seperti tanggung jawab terhadap lingkungan dapat menjadi faktor penentu 
kesuksesan (Tran et al., 2020). Konsumen yang melihat perusahaan sebagai entitas yang 
bertanggung jawab dan proaktif dalam mengatasi isu global cenderung lebih loyal, bahkan 
jika produk mereka sedikit lebih mahal dibandingkan pesaing (Ahmad et al., 2021). 

Pajak karbon juga berfungsi sebagai sinyal kepada pasar bahwa pemerintah dan masyarakat 
menuntut perubahan dalam cara bisnis dijalankan (Dominioni & Faure, 2022; Green, 2021). 
Perusahaan yang gagal merespons sinyal ini mungkin menghadapi risiko reputasi yang 
dapat merugikan mereka dalam jangka panjang (Bundy et al., 2021). Sebaliknya, perusahaan 
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yang mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi emisi karbon dan 
mempromosikan komitmen mereka terhadap keberlanjutan akan memperkuat posisi 
mereka sebagai pemimpin industri (Li et al., 2020). 

Komitmen ini telah memicu eksplorasi pasar kredit karbon dan penerapan berbagai regulasi 
yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan 
lingkungan (Kreibich & Hermwille, 2021). Dari perspektif akuntansi, regulasi yang berkaitan 
dengan karbon dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia membawa dampak yang 
signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan (Iriyadi & Yovita, 2021). Peraturan 
Presiden No. 98 Tahun 2021, yang mengatur nilai ekonomi karbon, serta Peraturan Menteri 
Keuangan No. 62/PMK.05/2023 yang menawarkan insentif tambahan bagi perusahaan 
yang mengurangi emisi, mempengaruhi cara perusahaan menghitung dan melaporkan 
biaya serta pendapatan terkait emisi karbon. 

Dalam konteks akuntansi, perusahaan yang terlibat dalam proyek mitigasi emisi dan 
memperoleh kredit karbon harus mencatat nilai dari kredit tersebut sebagai aset, yang dapat 
digunakan untuk mengurangi liabilitas pajak karbon di masa depan (Blumberg & Sibilla, 
2023). Nilai ekonomi dari kredit karbon ini akan mempengaruhi neraca perusahaan, karena 
kredit karbon dianggap sebagai instrumen finansial yang dapat diperdagangkan (Prakesh 
et al., 2021). Selain itu, perusahaan juga harus mengakui beban pajak karbon sebagai 
liabilitas ketika mereka tidak memiliki cukup kredit karbon untuk menutupi emisi mereka 
(Trouwloon et al., 2023; Kaplan et al., 2023). Ini berarti bahwa perusahaan perlu 
mempertimbangkan kebijakan karbon dalam perencanaan anggaran mereka, memastikan 
bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak karbon 
sambil tetap menguntungkan (Kumarasiri & Lodhia, 2020). 

Lebih jauh lagi, akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam proses pengambilan 
keputusan terkait investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau dalam proyek offset 
karbon (Syam et al., 2024). Misalnya, perusahaan perlu menghitung dan membandingkan 
biaya investasi dalam teknologi hijau dengan potensi penghematan dari penurunan pajak 
karbon atau peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor 
(Nyakuwanika et al., 2021; Narayanan et al., 2021). Perusahaan yang berhasil 
mengintegrasikan kebijakan karbon ke dalam strategi bisnis mereka dapat meningkatkan 
efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang, yang pada akhirnya 
meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar global (França et al., 2023). 

Di sisi lain, pajak karbon juga mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dalam bentuk 
pengeluaran tambahan yang harus diakui sebagai biaya operasional (Palea & Drogo, 2020). 
Namun, dengan mengadopsi strategi keberlanjutan dan branding yang proaktif, perusahaan 
dapat memitigasi dampak ini dengan menarik lebih banyak konsumen yang peduli 
terhadap isu lingkungan (Seroka‐Stolka & Fijorek, 2020). Konsumen yang melihat 
perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan 
cenderung lebih loyal, meskipun harga produk sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 
pesaing (Chuah et al., 2020). Loyalitas ini dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan 
pendapatan yang lebih stabil, yang kemudian tercermin dalam laporan laba rugi perusahaan 
(Faramarzi & Bhattacharya, 2021). 

Selain itu, pajak karbon mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam operasi 
mereka, termasuk dalam pelaporan keberlanjutan dan dampak lingkungan (Wong et al., 
2021). Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari konsumen tetapi juga 
dari investor dan regulator (Arli et al., 2020). Dalam jangka panjang, perusahaan yang 
transparan dalam pelaporan emisi dan langkah-langkah mitigasi mereka lebih mungkin 
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mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat 
mengurangi biaya modal dan meningkatkan valuasi perusahaan (Choi & Luo, 2021). 

Dengan demikian, Paris Agreement dan regulasi terkait di Indonesia memberikan kerangka 
kerja yang memaksa perusahaan untuk tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan 
sebagai komponen kunci dari strategi bisnis mereka, tetapi juga mengintegrasikannya ke 
dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mereka. Penyesuaian ini, meskipun 
mungkin membutuhkan investasi awal yang signifikan, dapat memberikan keuntungan 
jangka panjang yang substansial, baik dalam hal efisiensi operasional, penghematan pajak, 
maupun peningkatan reputasi dan loyalitas konsumen (He et al., 2020). 

METODE 

Paradigma. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme, yang berfokus pada 
pemahaman dan interpretasi dampak kebijakan pajak karbon terhadap perusahaan di 
Indonesia melalui kajian pustaka. Penelitian ini berusaha memahami makna, tantangan, dan 
peluang yang dihadapi perusahaan dalam konteks perubahan regulasi, sambil 
mengevaluasi literatur ilmiah terkait untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. 
Paradigma ini menekankan pada subjektivitas dan interpretasi kritis terhadap data 
sekunder yang tersedia. 

Metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 
literatur sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen 
kebijakan. Sumber-sumber tersebut membahas topik terkait, seperti mitigasi perubahan 
iklim, perdagangan karbon, regulasi emisi, dan strategi keberlanjutan perusahaan. 

Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk 
menganalisis dampak Paris Agreement dan kebijakan pajak karbon terhadap operasional 
dan strategi branding perusahaan di Indonesia. Kajian pustaka dipilih karena metode ini 
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai literatur ilmiah 
yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami tren, tantangan, 
serta peluang yang muncul dari penerapan kebijakan pajak karbon, khususnya dalam 
konteks Indonesia. 

Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis kritis terhadap literatur yang ada. 
Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, 
seperti dampak pajak karbon terhadap operasional perusahaan, dampak terhadap strategi 
branding, serta peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan akibat kebijakan tersebut. 
Dalam proses ini, peneliti juga melakukan kritik terhadap literatur yang tersedia untuk 
menilai validitas dan relevansi kesimpulan yang ditarik dalam konteks Indonesia. 

Sebagai bagian dari kritik terhadap literatur, penelitian ini mengevaluasi kelebihan dan 
keterbatasan studi sebelumnya. Beberapa literatur memberikan wawasan berharga tentang 
bagaimana kebijakan pajak karbon dapat memotivasi perusahaan untuk mengurangi emisi 
dan berinovasi dalam strategi keberlanjutan. Namun, banyak studi yang berfokus pada 
negara maju dan belum banyak yang mengkaji tantangan yang dihadapi perusahaan di 
negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini menjadi celah yang perlu diisi dalam 
penelitian selanjutnya, terutama mengenai dampak kebijakan pajak karbon terhadap 
strategi branding perusahaan. 

Melalui kajian pustaka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman 
mendalam tentang dampak kebijakan karbon terhadap perusahaan di Indonesia. Peneliti 
berharap temuan ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam memanfaatkan 
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kebijakan karbon sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing, memperkuat citra 
merek, dan mengadopsi strategi operasional yang lebih ramah lingkungan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penetapan tarif pajak harus benar-benar diperhitungkan dengan presisi. Karena apabila 
pemerintah menetapkan tarif pajak emisi terlalu rendah, berpotensi kontraproduktif 
(Nedumpara & Pradeep, 2021). Hal tersebut dikarenakan menjadikan perusahaan hanya 
membayar tarif pajak tersebut sebagai kewajiban bisnis mereka tanpa meningkatkan kontrol 
perusahaan terhadap pengendalian emisi (Wu & Tal, 2018). Hal itu akan berdampak 
sistemik terhadap keberlanjutan ekonomi karbon Indonesia kedepannya, termasuk potensi 
insentif pajak. Sebaliknya, dengan penetapan tarif pajak karbon yang tinggi dapat 
menyebabkan perusahaan harus menekan berbagai pengeluarannya termasuk dalam 
kesejahteraan karyawan (Elliott & Setyowati, 2020). 

Harga beban karbon yang ditetapkan terlalu rendah, perusahaan mungkin memilih untuk 
membayar pajak daripada berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang lebih ramah 
lingkungan. Ini berarti tujuan utama dari pajak karbon yakni mengurangi emisi gas rumah 
kaca tidak akan tercapai, karena perusahaan tidak memiliki insentif kuat untuk mengubah 
perilaku mereka (Villena & Dhanorkar, 2020). Harga yang ideal akan memberikan insentif 
finansial yang cukup kuat bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, 
meningkatkan efisiensi energi, atau mengubah proses produksi mereka agar lebih 
berkelanjutan (Li et al., 2021). Ini akan mendorong perusahaan untuk aktif mengurangi emisi 
karbon mereka, alih-alih hanya membayar pajak. 

Sebaliknya, jika harga beban karbon terlalu tinggi, perusahaan mungkin akan menghadapi 
peningkatan biaya operasional yang signifikan (Bolton et al., 2022). Untuk mengimbangi 
biaya tambahan ini, beberapa perusahaan mungkin mengambil langkah-langkah seperti 
pengurangan tenaga kerja, pemotongan gaji, atau menekan biaya di area lain yang bisa 
merugikan hak-hak karyawan. Ini bisa menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti 
peningkatan pengangguran atau ketidakstabilan ekonomi di sektor-sektor tertentu, 
terutama di industri yang sangat bergantung pada proses-proses yang menghasilkan emisi 
tinggi. 

Penting bagi pemerintah untuk menetapkan harga beban karbon yang seimbang cukup 
tinggi untuk mendorong perusahaan melakukan perubahan signifikan terhadap operasi 
mereka, namun tidak terlalu tinggi hingga membebani perusahaan secara finansial dan 
merugikan karyawan (Dawson et al., 2022). Harga ini harus didasarkan pada analisis yang 
cermat terhadap kondisi ekonomi, kapasitas industri, dan potensi dampak sosial. Beberapa 
negara memilih untuk menerapkan harga karbon secara bertahap, memungkinkan 
perusahaan untuk menyesuaikan operasi mereka secara bertahap sambil mengurangi 
potensi dampak negatif terhadap tenaga kerja dan ekonomi. 

Pemerintah juga bisa menawarkan subsidi atau insentif bagi perusahaan yang berinvestasi 
dalam teknologi hijau atau yang berhasil mencapai target pengurangan emisi tertentu 
(Qadir et al., 2021). Ini bisa membantu mengimbangi dampak negatif dari beban karbon 
yang tinggi dan mendukung transisi yang lebih mulus menuju ekonomi rendah karbon. 
Untuk melindungi hak-hak karyawan, pemerintah dan perusahaan juga dapat berinvestasi 
dalam program pelatihan dan re-skilling bagi pekerja, terutama di sektor-sektor yang paling 
terdampak oleh pajak karbon, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan perubahan 
industri. 

Harga beban karbon yang terlalu tinggi juga bisa menempatkan perusahaan lokal pada 
posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing global mereka yang 
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beroperasi di negara-negara dengan regulasi karbon yang lebih lemah (Nippa et al., 2021). 
Hal ini bisa mempengaruhi daya saing internasional perusahaan dan bahkan memicu 
relokasi industri ke negara-negara dengan regulasi yang lebih longgar (carbon leakage). 
Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, besaran harga beban karbon yang ideal harus 
dirancang secara hati-hati untuk menyeimbangkan antara dorongan yang cukup kuat untuk 
perubahan perilaku perusahaan dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan serta 
stabilitas ekonomi. 

Alternatif Keputusan Manajerial dari Berbagai Teori. Yang pertama adalah teori pilihan 
rasional dalam kebijakan karbon perusahaan. Dalam menghadapi krisis iklim, kebijakan 
karbon menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah untuk menekan 
emisi gas rumah kaca (Lima et al., 2020). Dalam konteks ini, teori pilihan rasional berperan 
penting dalam menjelaskan bagaimana perusahaan menyikapi kebijakan tersebut. Teori ini 
mengasumsikan bahwa perusahaan, sebagai entitas yang rasional, selalu menimbang biaya 
dan manfaat dari setiap kebijakan yang diterapkan (Jędrych et al., 2021). Kebijakan seperti 
pajak karbon atau sistem perdagangan emisi mengharuskan perusahaan membayar biaya 
tambahan jika melebihi batas emisi yang ditetapkan oleh regulasi. 

Bayangkan skenario di mana pemerintah menetapkan pajak karbon yang tinggi. Perusahaan 
dihadapkan pada dua pilihan: mengurangi emisi dengan berinvestasi pada teknologi hijau 
atau terus beroperasi seperti biasa sambil membayar pajak karbon. Dalam proses 
pengambilan keputusan, perusahaan akan melakukan perhitungan rasional, 
membandingkan biaya investasi teknologi ramah lingkungan dengan pajak karbon yang 
harus dibayar (Zhang et al., 2020). Jika biaya investasi lebih rendah dari pajak, perusahaan 
akan memilih untuk beralih ke teknologi yang mengurangi emisi. Namun, jika pajak karbon 
lebih rendah daripada biaya investasi, mereka mungkin memilih untuk tetap membayar 
pajak dan melanjutkan operasi tanpa perubahan signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan karbon sangat bergantung pada desain 
kebijakan itu sendiri. Jika pajak karbon terlalu rendah, insentif bagi perusahaan untuk 
mengurangi emisi tidak akan cukup kuat (Wei et al., 2022). Sebaliknya, jika pajak karbon 
terlalu tinggi, dampak negatif pada profitabilitas perusahaan bisa merusak keseimbangan 
ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang optimal harus mampu 
mendorong perusahaan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan, namun tetap 
mempertahankan stabilitas ekonomi. 

Dalam akuntansi manajemen, Teori Pilihan Rasional membantu perusahaan melakukan 
analisis biaya-manfaat terkait kebijakan karbon. Penganggaran dan analisis varians menjadi 
alat penting bagi manajemen untuk membandingkan biaya investasi dalam teknologi 
rendah emisi dengan pajak karbon yang harus dibayar (Adam et al., 2022). Dengan informasi 
ini, perusahaan dapat merancang anggaran modal dan strategi pengurangan biaya jangka 
panjang. Akuntansi manajemen tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan 
keuangan, tetapi juga dalam pengelolaan kinerja lingkungan perusahaan (Frost & Rooney, 
2021). 

Pengukuran kinerja lingkungan menjadi elemen penting lainnya dalam kerangka akuntansi 
manajemen. Metrik yang mencakup pengurangan emisi, efisiensi energi, dan penggunaan 
sumber daya membantu perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan karbon yang 
diambil (Asiaei et al., 2022). Data ini juga berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa 
keputusan yang dibuat selaras dengan tujuan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, 
perusahaan dapat menggunakan kinerja lingkungan yang baik untuk membangun citra 
positif di mata konsumen dan publik, yang semakin peduli terhadap isu lingkungan (van 
Zanten & van Tulder, 2021). 
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Secara keseluruhan, penerapan Teori pilihan rasional dalam kebijakan karbon memberikan 
kerangka berpikir yang logis dan efektif bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan 
lingkungan (Stoll & Mehling, 2021). Di balik perhitungan rasional yang dilakukan, terdapat 
peluang besar bagi perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan mencapai 
keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan karbon yang dirancang secara 
optimal bukan hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah 
bagi perusahaan di pasar yang semakin peduli terhadap kelestarian planet ini. 

Selanjutnya peran insentif dalam kebijakan karbon dan keputusan rasional perusahaan. 
Insentif karbon, seperti subsidi untuk energi terbarukan atau kredit pajak bagi perusahaan 
yang mengadopsi teknologi hijau, merupakan alat penting yang digunakan pemerintah 
untuk mendorong perusahaan mengurangi emisi karbon (Sarker et al., 2020). Dalam 
kerangka Teori Pilihan Rasional, insentif ini dipandang sebagai tambahan manfaat yang 
dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Perusahaan 
yang rasional akan menilai secara cermat apakah insentif yang ditawarkan cukup 
menguntungkan untuk mendorong mereka melakukan perubahan menuju praktik bisnis 
yang lebih berkelanjutan (Alsharif et al., 2020). 

Misalnya, ketika pemerintah menawarkan kredit pajak yang signifikan bagi perusahaan 
yang beralih ke energi terbarukan, keputusan rasional perusahaan mungkin akan berubah. 
Jika kredit pajak yang ditawarkan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk 
beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, perusahaan kemungkinan akan memilih untuk 
berinvestasi dalam energi hijau. Bahkan jika energi fosil lebih murah dalam jangka pendek, 
insentif yang besar bisa membuat investasi jangka panjang dalam teknologi bersih menjadi 
lebih menguntungkan. 

Namun, efektivitas insentif karbon juga sangat dipengaruhi oleh persepsi perusahaan 
terhadap risiko dan ketidakpastian jangka panjang (Kouloukoui et al., 2021). Dalam teori 
pilihan rasional, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan manfaat langsung dari 
insentif, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan masa depan (Hanlon 
et al., 2022). Misalnya, perubahan regulasi, perkembangan teknologi baru, atau fluktuasi 
harga energi dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Oleh 
karena itu, perusahaan mungkin memilih untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan 
terkait investasi besar, meskipun terdapat insentif yang menggiurkan. 

Dalam hal ini, peran akuntansi pajak menjadi sangat krusial. Ketika perusahaan 
memanfaatkan insentif karbon, seperti kredit pajak untuk teknologi hijau, akuntan pajak 
harus memastikan bahwa insentif ini diakui dengan benar dalam laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi pajak yang berlaku (Zheng et al., 2023). Selain itu, insentif karbon 
juga dapat mempengaruhi penilaian aset dan liabilitas perusahaan. Sebagai contoh, investasi 
dalam teknologi ramah lingkungan atau pengurangan emisi karbon dapat meningkatkan 
nilai aset perusahaan, baik dari segi finansial maupun reputasional. Di sisi lain, insentif ini 
juga bisa mengurangi liabilitas perusahaan yang terkait dengan kewajiban lingkungan 
(Derchi et al., 2021). Misalnya, jika perusahaan berhasil mengurangi emisi hingga memenuhi 
standar lingkungan, mereka mungkin bisa menghindari denda atau penalti yang terkait 
dengan regulasi lingkungan, sehingga mengurangi kewajiban mereka di masa depan. 

Dengan demikian, insentif karbon tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk 
pengurangan pajak atau subsidi, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang pada 
struktur keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan 
insentif ini dengan baik, sembari mengelola risiko dengan hati-hati, berpeluang untuk tidak 
hanya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di 
pasar yang semakin sadar lingkungan. 
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Pengambilan Keputusan Perusahaan dalam Kebijakan Karbon: Integrasi Teori Pilihan 
Rasional dan Persepsi Risiko. Kebijakan karbon menempati peran penting dalam 
pengambilan keputusan perusahaan, terutama ketika teori pilihan rasional digunakan 
sebagai kerangka utama (Shrum et al., 2020). Perusahaan, sebagai entitas rasional, 
diharapkan mengevaluasi biaya dan manfaat dari kebijakan karbon seperti pajak karbon 
atau sistem perdagangan emisi. Selain itu, insentif seperti subsidi energi terbarukan atau 
kredit pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan (Bölük & 
Kaplan, 2022). Dalam proses ini, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek, 
termasuk persepsi risiko terhadap kebijakan karbon di masa depan dan dampaknya 
terhadap operasi mereka. 

Dalam penerapan teori pilihan rasional, kebijakan karbon dipandang sebagai alat untuk 
mendorong perusahaan melakukan perhitungan rasional terkait tindakan yang akan 
diambil (Kuzior et al., 2022). Misalnya, perusahaan yang dihadapkan pada pajak karbon 
tinggi akan menimbang apakah lebih menguntungkan untuk berinvestasi dalam teknologi 
hijau atau terus membayar pajak. Keputusan yang diambil akan didasarkan pada analisis 
rasional biaya-manfaat di mana investasi dalam teknologi rendah emisi dipilih jika lebih 
menguntungkan daripada membayar pajak karbon. Namun, jika biaya investasi lebih tinggi 
daripada pajak karbon, perusahaan cenderung mempertahankan praktik operasional yang 
ada. 

Selain itu, insentif karbon seperti subsidi atau kredit pajak memberikan peluang bagi 
perusahaan untuk memanfaatkan keuntungan finansial dalam menjalankan operasi yang 
lebih ramah lingkungan (Rana et al., 2021). Dalam konteks Teori Pilihan Rasional, insentif 
ini berfungsi sebagai dorongan tambahan yang mempengaruhi pilihan rasional perusahaan. 
Misalnya, perusahaan yang melihat manfaat besar dari kredit pajak untuk energi terbarukan 
mungkin beralih ke sumber energi tersebut, terutama jika mereka menilai bahwa risiko masa 
depan seperti regulasi yang lebih ketat atau fluktuasi harga energi fosil akan meningkatkan 
biaya di masa depan. 

Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa persepsi risiko juga memainkan peran 
signifikan dalam keputusan perusahaan terkait kebijakan karbon (Todaro et al., 2021). 
Perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang sangat terkait dengan emisi karbon, 
seperti industri semen atau baja, mungkin menghadapi risiko reputasi yang serius jika gagal 
menurunkan emisi sesuai regulasi (Bright & Buhmann, 2021). Risiko ini tidak hanya dapat 
mempengaruhi hubungan perusahaan dengan regulator dan konsumen tetapi juga investor, 
yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Gangi et al., 2020). Dalam 
konteks Teori pilihan rasional, perusahaan perlu mengevaluasi apakah investasi dalam 
teknologi hijau lebih menguntungkan untuk mengurangi risiko di masa depan atau 
mempertahankan status quo dan menanggung risiko yang lebih besar di kemudian hari. 

Persepsi risiko terhadap perubahan kebijakan karbon juga mempengaruhi respons 
perusahaan terhadap insentif karbon (Jia et al., 2020). Jika perusahaan menilai risiko 
perubahan regulasi tinggi, mereka mungkin memilih untuk segera berinvestasi dalam 
teknologi rendah emisi untuk menghindari biaya yang lebih besar di masa depan. Namun, 
jika risiko ini dipandang rendah, perusahaan mungkin lebih memilih untuk 
mempertahankan strategi jangka pendek yang berfokus pada keuntungan saat ini. 

Akuntansi memainkan peran penting dalam membantu perusahaan menavigasi kebijakan 
karbon ini (Gibassier et al., 2020). Dalam hal pajak, insentif seperti kredit pajak untuk 
teknologi hijau harus dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan, sementara risiko 
terkait kebijakan karbon, termasuk risiko reputasi dan regulasi, harus diungkapkan secara 
jelas. Selain itu, jika ada ketidakpastian terkait perubahan kebijakan karbon, perusahaan 
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mungkin perlu membuat pencadangan kontinjensi untuk menyiapkan diri menghadapi 
potensi biaya di masa depan. 

Di samping itu, untuk memahami pengambilan keputusan perusahaan secara lebih 
komprehensif, integrasi antara Teori Pilihan Rasional dan teori-teori perilaku organisasi juga 
menjadi relevan. Meskipun Teori Pilihan Rasional berfokus pada pengambilan keputusan 
berdasarkan analisis biaya-manfaat, faktor perilaku seperti norma sosial dan nilai-nilai 
perusahaan sering kali mempengaruhi kebijakan karbon. Dalam industri di mana norma 
sosial mendorong praktik yang ramah lingkungan, perusahaan mungkin merasa tekanan 
untuk mengikuti tren tersebut, meskipun ada biaya jangka pendek yang lebih tinggi. 

Demikian pula, keterlibatan kognitif dan nilai-nilai manajerial berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan terkait kebijakan karbon. Manajer yang memiliki nilai lingkungan 
yang kuat cenderung lebih mendukung kebijakan ini, bahkan jika manfaat finansial tidak 
segera terlihat. Oleh karena itu, menggabungkan Teori Pilihan Rasional dengan teori 
perilaku organisasi memberikan gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana perusahaan 
merespons kebijakan karbon, tidak hanya dari sisi kalkulasi rasional tetapi juga melalui 
pengaruh nilai, norma, dan persepsi risiko yang lebih luas. 

Selanjutnya, teori kontingensi berargumen bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk 
mengatur organisasi atau mengambil keputusan; sebaliknya, keputusan harus bergantung 
pada situasi dan kondisi eksternal (Tabesh & Vera, 2020). Dalam konteks perdagangan 
karbon, perusahaan besar sering kali memanfaatkan teori ini untuk menyesuaikan strategi 
mereka dengan regulasi yang berlaku (Chen et al., 2021). Ketika regulasi perdagangan 
karbon diperkenalkan, perusahaan besar mungkin mencari celah dalam kebijakan untuk 
memaksimalkan keuntungan mereka (Hasan et al., 2021). Misalnya, mereka dapat 
membentuk entitas kecil yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang menghasilkan 
emisi karbon untuk memperoleh kredit karbon. Praktik ini menggambarkan bagaimana 
perusahaan dapat menggunakan fleksibilitas dalam pengaturan untuk mencari keuntungan, 
sementara teori kontingensi menjelaskan bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi 
pasar yang berubah. 

Dalam hal pengelolaan anggaran, teori kontingensi mengajarkan bahwa keputusan 
manajerial harus disesuaikan dengan situasi eksternal yang dinamis, termasuk perubahan 
regulasi perdagangan karbon (Lartey, 2020) Akuntansi strategis memainkan peran penting 
dalam membantu perusahaan mengelola anggaran secara fleksibel dan menyesuaikan 
strategi mereka berdasarkan perubahan kebijakan atau kondisi pasar. Dengan pendekatan 
ini, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memitigasi risiko yang 
terkait dengan ketidakpastian regulasi. 

Desain sistem pengendalian internal juga merupakan area di mana teori kontingensi 
berperan. Akuntansi strategis membantu mendesain sistem pengendalian yang 
memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, 
termasuk dalam hal pengelolaan karbon dan implementasi teknologi baru. Sistem 
pengendalian yang dirancang dengan baik memungkinkan perusahaan untuk memantau 
dan mengelola dampak dari kebijakan karbon, serta menyesuaikan praktik mereka untuk 
memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional dalam konteks yang selalu berubah. 

Teori kebijakan publik menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan 
dikembangkan, diterapkan, dan disesuaikan untuk menghadapi berbagai tantangan. Dalam 
konteks perdagangan karbon, fenomena pengakalan peraturan mengungkapkan kelemahan 
dalam desain kebijakan yang ada (Valle-Cruz et al., 2020). Kebijakan tersebut mungkin tidak 
cukup komprehensif untuk menangani semua bentuk manipulasi pasar, sehingga 
memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi celah yang ada dan menghindari 
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tanggung jawab penuh mereka dalam mengurangi emisi karbon. Teori ini menekankan 
pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi dalam proses pembuatan kebijakan. 
Pembuat kebijakan perlu secara aktif mengidentifikasi celah dalam regulasi dan melakukan 
penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem perdagangan karbon tetap 
efektif dan adil bagi semua pihak. 

Dalam hal ini, akuntansi berperan penting dalam mendukung kepatuhan terhadap 
kebijakan karbon. Pelaporan kepatuhan melibatkan pencatatan dan audit terkait regulasi 
kebijakan karbon, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua persyaratan. 
Ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap regulasi dapat berujung pada sanksi finansial 
yang harus dicatat sebagai liabilitas dalam laporan keuangan perusahaan. 

Selain itu, akuntansi untuk investasi hijau menjadi aspek penting dalam konteks kebijakan 
publik. Ini mencakup pengelolaan dan pelaporan investasi yang dilakukan perusahaan 
dalam teknologi hijau sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. 
Akuntansi ini melibatkan pencatatan biaya, amortisasi, dan depresiasi dari teknologi hijau 
yang diadopsi oleh perusahaan.  

Dengan demikian, akuntansi tidak hanya mendukung keputusan manajerial terkait 
kebijakan karbon, tetapi juga memastikan transparansi dan membantu perusahaan 
mencapai keseimbangan antara kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, dan keberlanjutan 
finansial. Akuntansi berfungsi sebagai jembatan penting dalam proses pelaporan dan 
evaluasi, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat efektif dalam mengurangi 
emisi dan mendukung keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. 

Keputusan manajemen perusahaan terkait perdagangan karbon melibatkan berbagai 
pertimbangan, baik dari faktor internal perusahaan maupun kondisi ekonomi makro yang 
lebih luas. Di antara faktor-faktor internal, terdapat beberapa aspek krusial yang 
mempengaruhi bagaimana perusahaan menyikapi perdagangan karbon, mulai dari kondisi 
keuangan, sumber daya manusia, teknologi, kebijakan internal, budaya perusahaan, hingga 
kapasitas manajerial. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk 
mengembangkan strategi yang efektif dalam perdagangan karbon dan memastikan bahwa 
keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memberikan manfaat 
strategis bagi perusahaan. Yang pertama adalah kondisi keuangan perusahaan merupakan 
salah satu faktor internal paling signifikan dalam menentukan keputusan terkait 
perdagangan karbon. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan alokasi 
dan penggunaan dana untuk investasi dalam proyek mitigasi emisi serta pengelolaan biaya 
yang terkait dengan perdagangan karbon (Naranjo Tuesta et al., 2021). 

Selanjutnya perusahaan harus mengalokasikan anggaran khusus untuk investasi dalam 
proyek-proyek mitigasi karbon, yang meliputi pembelian kredit karbon, pengembangan 
teknologi ramah lingkungan, dan implementasi strategi pengurangan emisi. Jumlah dana 
yang tersedia akan mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat berpartisipasi dalam 
perdagangan karbon dan melaksanakan proyek-proyek yang diperlukan untuk mengurangi 
emisi. 

Selian itu adanya biaya operasional yang terkait dengan perdagangan karbon, termasuk 
biaya administrasi, pelaporan, dan audit, perlu dipertimbangkan. Perusahaan harus 
mengevaluasi bagaimana biaya ini mempengaruhi profitabilitas dan memastikan bahwa 
pengeluaran terkait karbon tidak mengganggu kinerja finansial keseluruhan. Pengelolaan 
biaya yang efisien dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan manfaat dari 
perdagangan karbon. 

Terakhir,tang kemampuan untuk menghadapi risiko keuangan. Risiko keuangan, seperti 
fluktuasi harga kredit karbon dan perubahan biaya terkait emisi, dapat mempengaruhi 
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keputusan manajemen. Perusahaan harus menilai risiko-risiko ini dan mengembangkan 
strategi mitigasi untuk mengatasi potensi dampak negatif terhadap kondisi keuangan. 
Diversifikasi portofolio karbon dan penggunaan instrumen keuangan untuk lindung nilai 
dapat menjadi bagian dari strategi risiko yang efektif. 

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor internal lain yang berperan penting dalam 
keputusan manajemen terkait perdagangan karbon. Kualitas dan keterampilan tim yang 
terlibat dalam pengelolaan emisi karbon dapat mempengaruhi efektivitas strategi dan 
implementasi program-program terkait (Cordero et al., 2020) 

Manajemen yang efektif dalam perdagangan karbon memerlukan keterampilan khusus dan 
pengetahuan mendalam tentang regulasi karbon, teknologi mitigasi, dan mekanisme pasar 
karbon. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bidang ini dapat meningkatkan 
kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola 
program-program karbon dengan lebih efektif. 

Tim keberlanjutan yang memiliki kompetensi dalam mengelola proyek-proyek 
pengurangan emisi dan perdagangan karbon sangat penting. Kompetensi ini mencakup 
pemahaman tentang kebijakan lingkungan, teknologi energi terbarukan, dan strategi 
pengelolaan emisi. Tim yang terampil dapat membantu perusahaan dalam merancang dan 
melaksanakan strategi yang sesuai dengan regulasi serta memenuhi tujuan keberlanjutan 
perusahaan. 

Budaya perusahaan yang mendukung keberlanjutan dapat meningkatkan efektivitas 
program-program pengurangan emisi. Komitmen terhadap nilai-nilai lingkungan dan 
tanggung jawab sosial akan mempengaruhi bagaimana karyawan dan manajemen 
menyikapi perdagangan karbon dan berkontribusi pada keberhasilan strategi keberlanjutan 
perusahaan. 

Teknologi dan infrastruktur yang dimiliki perusahaan memainkan peran krusial dalam 
menentukan keputusan terkait perdagangan karbon. Teknologi yang efisien dan 
infrastruktur yang memadai dapat mendukung implementasi program mitigasi emisi dan 
mempermudah partisipasi dalam pasar karbon (Shirmohammadi et al., 2020). Teknologi 
ramah lingkungan, seperti sistem energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi, dapat 
membantu perusahaan dalam mengurangi emisi karbon dan memenuhi target 
pengurangan. Investasi dalam teknologi ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap 
regulasi, tetapi juga dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam pasar yang semakin 
menuntut keberlanjutan.  

Infrastruktur yang memadai, seperti sistem pemantauan emisi dan fasilitas pengolahan 
limbah, adalah bagian penting dari strategi pengurangan emisi. Perusahaan perlu 
memastikan bahwa infrastruktur yang ada mampu mendukung pengelolaan emisi secara 
efektif dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi karbon. Integrasi sistem 
perdagangan karbon dalam operasi perusahaan memerlukan penyesuaian teknis dan 
administrasi. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang ada dapat menangani 
pelaporan emisi, perdagangan kredit karbon, dan kepatuhan terhadap regulasi. 
Implementasi sistem yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan 
memantau emisi dengan lebih efisien. 

Kebijakan internal dan prosedur perusahaan terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan 
emisi karbon mempengaruhi bagaimana perusahaan menyikapi perdagangan karbon dan 
melaksanakan strategi mitigasi emisi (Xuan et al., 2020). Kebijakan keberlanjutan yang jelas 
dan komprehensif dapat membimbing perusahaan dalam merumuskan strategi 
pengurangan emisi dan perdagangan karbon. Kebijakan ini mencakup tujuan jangka 



Aptasari (2024) | Dampak Pajak Karbon pada Akuntansi dan … 

 

15 Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi | Volume 8 Nomor 2, 2024 

 

panjang, sasaran pengurangan emisi, dan strategi untuk mencapai target-target tersebut. 
Kebijakan yang baik akan memastikan bahwa semua aspek perdagangan karbon 
diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan. Prosedur pelaporan dan audit yang 
transparan dan akurat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi karbon.  

Perusahaan harus memiliki sistem yang memungkinkan pelaporan emisi yang tepat dan 
audit yang memadai untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait perdagangan karbon 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap regulasi karbon adalah aspek 
penting dari kebijakan internal perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua 
kebijakan dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 
mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Kepatuhan ini akan 
membantu menghindari denda dan sanksi serta memastikan kelancaran operasional 
perusahaan. 

Budaya dan nilai perusahaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan 
manajemen terkait perdagangan karbon. Nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan dan 
tanggung jawab sosial akan mempengaruhi bagaimana perusahaan menyikapi perdagangan 
karbon dan mengintegrasikannya dalam strategi bisnis mereka (Kuiti et al., 2020). 
Perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan 
cenderung lebih aktif dalam mengimplementasikan program-program pengurangan emisi 
dan perdagangan karbon. Komitmen ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak 
lingkungan, berkontribusi pada keberlanjutan, dan memenuhi ekspektasi pemangku 
kepentingan. 

Dukungan dari manajemen puncak sangat penting dalam mempromosikan budaya 
keberlanjutan di seluruh organisasi. Manajemen puncak yang aktif dalam mengadvokasi 
keberlanjutan dan perdagangan karbon akan memotivasi seluruh tim untuk berkomitmen 
pada tujuan tersebut dan berpartisipasi secara aktif dalam upaya pengurangan emisi. 
Keterlibatan karyawan dalam inisiatif keberlanjutan dapat meningkatkan efektivitas 
program pengurangan emisi. Program pelatihan, komunikasi internal, dan partisipasi dalam 
proyek-proyek keberlanjutan dapat memperkuat budaya lingkungan di perusahaan dan 
memastikan bahwa semua karyawan memahami peran mereka dalam mencapai tujuan 
pengurangan emisi. 

Kapasitas manajerial mempengaruhi bagaimana perusahaan merencanakan dan 
melaksanakan strategi terkait perdagangan karbon. Kemampuan manajerial dalam 
merancang, mengelola, dan mengevaluasi program-program pengurangan emisi sangat 
penting untuk keberhasilan strategi ini (Qi et al., 2021). Pengalaman dan keahlian manajerial 
dalam bidang keberlanjutan dan perdagangan karbon mempengaruhi kemampuan 
perusahaan untuk membuat keputusan yang efektif dan strategis. Manajer yang 
berpengalaman dapat membantu dalam merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan dan mengelola implementasi program-program karbon dengan lebih efisien.  

Kemampuan perencanaan dan penganggaran memainkan peran penting dalam memastikan 
bahwa proyek-proyek pengurangan emisi dan perdagangan karbon dikelola dengan baik. 
Manajer harus mampu merencanakan anggaran, alokasi sumber daya, dan jadwal 
pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait karbon berjalan sesuai 
rencana. Manajer juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan memantau 
kinerja program-program karbon. Ini termasuk identifikasi dan mitigasi risiko yang terkait 
dengan perdagangan karbon, serta evaluasi dan pelaporan kinerja untuk memastikan 
bahwa program-program tersebut mencapai hasil yang diinginkan. 

Selain dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi sumber daya perusahaan, keputusan 
manajemen terkait perdagangan karbon juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang 
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lebih luas. Kondisi ekonomi makro suatu negara atau wilayah sangat memengaruhi 
keputusan perusahaan dalam merespons kebijakan perdagangan karbon. Dalam ekonomi 
yang tumbuh pesat, perusahaan lebih mungkin memiliki akses ke sumber daya yang 
diperlukan untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon atau inisiatif keberlanjutan 
lainnya (Tang & Higgins, 2022). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif juga dapat 
meningkatkan daya beli konsumen, yang bisa mendorong permintaan untuk produk dan 
layanan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai perdagangan karbon. 

Namun, dalam situasi resesi, perusahaan mungkin menghadapi kendala finansial yang lebih 
ketat, yang membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam langkah-langkah 
pengurangan karbon. Penurunan pendapatan dan peningkatan pengangguran dapat 
mengurangi kapasitas perusahaan untuk mematuhi regulasi karbon yang lebih ketat tanpa 
mengorbankan profitabilitas mereka. Dalam konteks ini, perusahaan perlu 
mempertimbangkan strategi yang lebih fleksibel dan adaptif untuk tetap kompetitif, seperti 
mencari kemitraan strategis atau memanfaatkan insentif pemerintah untuk mendukung 
inisiatif rendah karbon. 

Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan 
terkait alokasi sumber daya untuk memenuhi target perdagangan karbon. Perusahaan 
mungkin perlu menimbang antara kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dan tekanan 
untuk mempertahankan atau menciptakan lapangan kerja dalam ekonomi yang lesu. Dalam 
kondisi ini, perusahaan yang mampu mengintegrasikan kebijakan perdagangan karbon 
dengan program-program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan nilai sosial dan 
keuangan mereka. 

Inflasi berdampak signifikan pada biaya implementasi kebijakan perdagangan karbon oleh 
perusahaan. Ketika inflasi meningkat, biaya operasional untuk teknologi rendah karbon, 
bahan baku berkelanjutan, dan proyek pengurangan emisi lainnya juga akan naik (Koh et 
al., 2022). Ini dapat mengurangi margin keuntungan dan mempengaruhi keputusan 
perusahaan tentang seberapa agresif mereka bisa atau seharusnya berinvestasi dalam upaya 
pengurangan karbon. 

Sebagai contoh, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya sertifikat karbon atau 
teknologi hijau, yang pada gilirannya mengurangi nilai investasi perusahaan dalam 
perdagangan karbon. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan inflasi dalam 
perencanaan anggaran mereka untuk memastikan bahwa investasi dalam inisiatif rendah 
karbon tetap berkelanjutan dan memberikan pengembalian yang diharapkan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan strategi efisiensi 
biaya, seperti mengoptimalkan rantai pasokan atau meningkatkan efisiensi energi, untuk 
mengimbangi dampak inflasi. Selain itu, perusahaan juga dapat menyesuaikan target emisi 
atau mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung keberlanjutan inisiatif 
perdagangan karbon mereka. 

Perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan regulasi karbon dan insentif 
perdagangan karbon, sangat mempengaruhi keputusan perusahaan. Pemerintah yang 
memperketat regulasi karbon atau memperkenalkan pajak karbon yang lebih tinggi dapat 
memaksa perusahaan untuk mempercepat investasi mereka dalam teknologi rendah karbon 
atau mengadopsi strategi bisnis yang lebih berkelanjutan (Gao & Wang, 2021). Sebaliknya, 
jika pemerintah mengurangi pajak karbon atau memberikan insentif yang lebih besar untuk 
pengurangan emisi, ini dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk lebih agresif dalam 
menerapkan inisiatif hijau. 
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Selain kebijakan pemerintah, kondisi sosial juga mempengaruhi bagaimana perusahaan 
menanggapi kebijakan perdagangan karbon. Misalnya, meningkatnya kesadaran publik 
tentang perubahan iklim dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam 
pelaporan emisi mereka dan lebih proaktif dalam mengurangi jejak karbon. Urbanisasi dan 
perubahan demografi lainnya juga dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk 
menyesuaikan strategi mereka agar lebih sesuai dengan permintaan konsumen yang 
berkembang menuju produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang 
dinamika kebijakan dan kondisi sosial untuk membuat keputusan yang tepat dalam 
menyikapi kebijakan perdagangan karbon. Dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel 
dan adaptif, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari kebijakan perdagangan 
karbon dan mempertahankan daya saing mereka di pasar yang semakin peduli terhadap 
keberlanjutan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon di Indonesia, 
meskipun menambah beban biaya operasional perusahaan, menawarkan peluang signifikan 
untuk inovasi, peningkatan daya saing, dan penguatan citra merek. Strategi keberlanjutan 
yang efektif, terutama yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, dapat 
memberikan manfaat jangka panjang seperti penghematan pajak, efisiensi operasional, serta 
reputasi positif di pasar global. Keputusan manajemen perusahaan terkait perdagangan 
karbon sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kondisi keuangan, sumber daya 
manusia, teknologi, dan budaya perusahaan, serta faktor eksternal, seperti kebijakan 
pemerintah dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu 
beradaptasi dengan kebijakan karbon secara strategis dan rasional, serta memperhitungkan 
risiko jangka panjang, berpotensi memperoleh keunggulan kompetitif di era yang semakin 
fokus pada isu lingkungan. 

Implikasi praktis, keterbatasan, dan saran. Kebijakan pajak karbon diperlukan perusahaan 
di Indonesia untuk mengadaptasi strategi operasional dan branding mereka guna 
meminimalisir dampak biaya tambahan serta memanfaatkan peluang inovasi teknologi 
hijau. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya saing global, meraih 
loyalitas konsumen yang peduli lingkungan, dan memaksimalkan efisiensi jangka panjang 
melalui penghematan biaya operasional dan insentif pajak. Penelitian ini menggunakan 
metode kajian pustaka yang terbatas pada sumber literatur sekunder, sehingga kurang 
menyajikan data empiris dari perusahaan Indonesia terkait penerapan kebijakan pajak 
karbon. Selain itu, sebagian besar literatur yang digunakan masih berfokus pada konteks 
negara maju, sehingga hasil penelitian ini mungkin belum sepenuhnya merefleksikan 
tantangan yang dihadapi perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian 
lebih lanjut perlu melakukan studi empiris terhadap perusahaan di Indonesia untuk 
mendapatkan wawasan langsung terkait dampak kebijakan pajak karbon. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memberikan 
konteks dan ruang lingkup yang lebih jelas bagi studi di masa depan. Pertama, penelitian 
ini menggunakan metode kajian pustaka yang mengandalkan literatur sekunder, seperti 
artikel jurnal, laporan, dan dokumen kebijakan. Hal ini menyebabkan penelitian ini kurang 
menyajikan data empiris langsung dari perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait 
implementasi kebijakan pajak karbon. Ketergantungan pada data sekunder juga membatasi 
kemampuan untuk menggali pengalaman dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh 
perusahaan di lapangan.  
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Selain itu, sebagian besar literatur yang dianalisis dalam penelitian ini berfokus pada negara-
negara maju, yang memiliki kondisi ekonomi, kebijakan, dan infrastruktur yang lebih 
matang dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Perbedaan ini 
berpotensi memengaruhi relevansi dan generalisasi hasil penelitian dalam konteks lokal, 
terutama terkait implementasi kebijakan karbon dan tantangan yang dihadapi perusahaan 
di Indonesia. 
Penelitian ini juga lebih menekankan pada analisis teoritis dan konseptual daripada 
pengumpulan data primer. Hal ini membatasi pemahaman mendalam mengenai tantangan 
nyata yang dihadapi perusahaan di lapangan. Meskipun analisis berbasis literatur 
memberikan wawasan yang kuat secara konseptual, penelitian ini kurang mampu 
menggambarkan dinamika dan praktik aktual yang dihadapi perusahaan dalam 
mengadopsi kebijakan pajak karbon. 
Untuk melengkapi dan memperkuat temuan dalam penelitian ini, diperlukan studi empiris 
yang melibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara langsung. Studi tersebut akan 
memberikan wawasan yang lebih akurat dan mendalam mengenai implementasi kebijakan 
pajak karbon serta tantangan spesifik yang dihadapi perusahaan di berbagai sektor industri. 
Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian di masa 
depan dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif 
dapat menggali persepsi dan strategi perusahaan dalam menanggapi kebijakan pajak 
karbon, sementara pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur dampak 
kebijakan secara lebih objektif, seperti efisiensi biaya, pengurangan emisi, dan dampaknya 
terhadap daya saing perusahaan. 
Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan studi komparatif antara negara maju 
dan negara berkembang. Hal ini akan membantu dalam memahami perbedaan tantangan, 
strategi adaptasi, dan efektivitas kebijakan pajak karbon di berbagai konteks ekonomi dan 
sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat memberikan 
kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan pajak karbon di 
Indonesia dan mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam strategi keberlanjutan. 
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